
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2022 
TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI 
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan
menengah, perlu menata kembali organisasi dan tata
kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

Mengingat 

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dipandang sudah tidak sesuai dengan
kebijakan dan/atau regulasi serta dinamika kebutuhan
organisasi, sehingga perlu diganti;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah telah
mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Nomor B/810/M.KT.01/2022 tanggal 5 Agustus 2022 hal
Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan U saha Kecil dan Menengah;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

SALINAN
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Pasal 301 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan �i Jaka� pada 
tanggal \� November 2022

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 31 o-.....o'ou :i.cn.:2. 

MENTER! KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGP,H 
REPUBLIK INDONESIA, 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, 

.....____,,,��.RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR \\S� 

YASONNA LAOLY

TETEN MASDUKI 

ttd

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT 
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH 
REPUBLIK INDONESIA
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